BERITA NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

No.1152, 2016 KEMHAN. Hibah. Penyelanggaraan. Pedoman.
Perubahan.

PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 20 TAHUN 2016
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERMENHAN NOMOR 18 TAHUN 2013
TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN HIBAH
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN
TENTARA NASIONAL INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: a. bahwa Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 18 Tahun
2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Hibah di
Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara
Nasional Indonesia masih terdapat kekurangan dan perlu
disesuaikan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
271/PMK.05/2014 tentang Sistem Akuntansi dan
Pelaporan Hibah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
252 /PMK.05/2014 tentang Rekening Milik Kementerian
Negara/Lembaga/ Satuan Kerja, sehingga perlu diubah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Menteri Pertahanan tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Pertahanan Nomor 18 Tahun 2013 tentang
Pedoman Penyelenggaraan Hibah di lingkungan

Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia;



2016, No.1152

Mengingat:

Menetapkan:

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang
Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4169);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang
Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan
Penerimaan Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5202);

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007
tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan,
Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtanganan
BMN;

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.05/2011
tentang Mekanisme Pengelolaan Hibah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 763);

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.05/2014
tentang Rekening Milik Kementerian Negara/Lembaga/
Satuan Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 2007);

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 271/PMK.05/2014
tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Hibah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2072);

MEMUTUSKAN:
PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG PERUBAHAN
ATAS PERATURAN MENTERI PERTAHANAN NOMOR 18
TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN
HIBAH DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN
TENTARA NASIONAL INDONESIA.

Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Pertahanan
Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan

Hibah di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara



2016, No.1152

Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2013 Nomor 630), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 8 diubah, diantara angka 9 dan
angka 10 disisipkan 4 (empat) angka yakni angka 9a
sampai dengan angka 9d, angka 10, angka 11 dan angka
14 diubah, diantara angka 14 dan angka 15 disisipkan 1
(satu) angka yakni angka 14a, diantara angka 16 dan
angka 17 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 16a,
diantara angka 22 dan angka 23 disisipkan 1 (satu)
angka yakni angka 22a, angka 25 diubah, sehingga

Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang
selanjutnya disingkat APBN adalah rencana
keuangan tahunan pemerintahan Negara yang
disetujui oleh DPR.

2. Hibah Kemhan/TNI yang selanjutnya disebut hibah
adalah setiap penerimaan atau pemberian uang
tunai, uang untuk membiayai kegiatan, barang/jasa
dan/atau surat berharga yang tidak perlu dibayar
kembali.

3. Hibah langsung adalah hibah yang dilaksanakan
tidak melalui mekanisme perencanaan dan/atau
dibelanjakan secara langsung tanpa melalui
pencairan dana dari KPPN namun tetap
diregistrasikan dan ditatausahakan.

4. Hibah Terencana adalah hibah di lingkungan
Kemhan dan TNI yang direncanakan melalui proses
pengusulan ke Bappenas.

5. Berita Acara Serah Terima yang selanjutnya
disingkat BAST adalah dokumen serah terimabarang/
jasa sebagai bukti penyerahan dan peralihan hak/
kepemilikan atas barang/jasa/surat berharga dari

pemberi hibah kepada penerima hibah.
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Oa.

9b.

Pemberian Hibah adalah setiap pemberian dari
Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional
Indonesia kepada penerima hibah yang berasal dari
dalam negeri atau luar negeri.

Penerimaan Hibah adalah setiap penerimaan yang
diperoleh Kementerian Pertahanan dan Tentara
Nasional Indonesia dari pemberi hibah yang berasal
dari dalam negeri atau luar negeri.

Pendapatan Hibah adalah hibah yang diterima oleh
Kemhan dan TNI dalam bentuk devisa, devisa yang
dirupiahkan, rupiah, barang, jasa/atau surat
berharga yang diperoleh dari pemberi hibah yang
tidak perlu dibayar kembali, yang berasal dari dalam
negeri atau luar negeri, yang atas pendapatan Hibah
tersebut, Kemhan dan TNI mendapat manfaat secara
langsung yang digunakan untuk mendukung tugas
Kemhan dan TNI.

Pendapatan Hibah Langsung adalah hibah yang
diterima langsung oleh Kemhan dan/atau TNI yang
pencairan dananya dilaksanakan tidak melalui
Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, sehingga
pengesahannya harus dilakukan oleh Bendahara
Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya
disingkat LRA adalah laporan yang menyajikan
informasi realisasi pendapatan, laporan realisasi
anggaran, belanja, transfer, surplus/defisit dan
pembiayaan, sisa  lebih/kurang  pembiayaan
anggaran yang masing-masing diperbandingkan
dengan anggarannya dalam satu periode.

Laporan Operasional yang selanjutnya disingkat LO
adalah laporan yang menyajikan ikhtisar sumber
daya ekonomi yang menambah ekuitas dan
penggunaannya dikelola oleh Kemhan dan TNI
untuk kegiatan penyelenggaraan Kemhan dan TNI

dalam satu periode pelaporan.
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Belanja Hibah adalah setiap pengeluaran Kemhan
dan TNI berupa pemberian yang tidak diterima
kembali, dalam bentuk uang, barang, jasa, dan/
atau surat berharga yang secara spesifik telah
ditetapkan peruntukkannya.

Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi
kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan
dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Surat Pengesahan Hibah Langsung yang selanjutnya
disingkat SPHL adalah surat yang diterbitkan oleh
Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku
Kuasa Bendahara Umum Negara Daerah untuk
mengesahkan Pendapatan Hibah yang pencairannya
tidak melalui Kuasa Bendahara Umum Negara dan/
atau belanja yang bersumber dari hibah yang
pencairannya tidak melalui Kuasa Bendahara Umum
Negara.

Surat Perintah Pengesahan Hibah Langsung yang
selanjutnya disingkat SP2HL adalah surat yang
diterbitkan oleh Pengguna = Anggaran/Kuasa
Pengguna Anggaran atau pejabat lain yang ditunjuk
untuk mengesahkan pembukuan Pendapatan Hibah
yang pencairannya tidak melalui Kuasa Bendahara
Umum Negara (BUN) dan/atau belanja yang
bersumber dari hibah yang pencairannya tidak
melalui Kuasa BUN.

Surat Pengesahan Pengembalian Pendapatan Hibah
Langsung yang selanjutnya disingkat SP3HL adalah
surat yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan
Perbendaharaan Negara selaku Kuasa BUN untuk
mengesahkan pengembalian hibah langsung kepada
pemberi hibah.

Surat Perintah Pengesahan Pengembalian Pendapatan
Hibah Langsung yang selanjutnya disingkat dengan
SP4HL adalah surat yang diterbitkan oleh Pengguna
Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atau pejabat

lain yang ditunjuk untuk mengesahkan pembukuan



